
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 Tabun 1993 ; serie : D ; Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG -

NOMOR 17 TAHUN 1992 i

TENTANG

. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Lo SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEH DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. behwa dalam rangka peningkatan kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelsksa

naan pembangunan di Daerah secara berdaya

guna dan berhasil guna, maka dipandang

perlu meninjau kembali peraturan Deerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Mo

mor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Qrganisa
si dan Tata Kerja Sekretariat yilayah/Dse
reh Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

. dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyst

Daerah Kabupaten Daerah . Tingkat II Nage

lang ;

b, bahwa peninjauan kembali hal tersebut bu

tir a berpedoman pada Keputusan Menteri

palan Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekreta

riat yilayah/paerah Kabupaten / Kotamadya
paerah Tingkat II, dan Sekretariat pewan

pervakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

ARSI
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c. bahwa sehubungan lial tersebut butir a,
perlu disugun Pperaturan Daerah - Kabupa

ten paerah 1dngkat II Magelang: yang ba
ru tertan{ nul ya g sana.

sing . 7! x joLior 5 un 1' ten
Mengingat s 1 g:ndgwl,m‘:gfi‘ékol}(’ pauu:in{ghhan 419715',...:.

24 Undank-unturg Nouor 13 Tahun 1950 jo pe:

returan peuerintah Nomor 32 Tahun 1950,

teatans Feabektukan [nernh-dacrah Kabu

paten dalan lingkungan Propinsi Jawa Te .

ngah j

3. Keputusan Tresiden Republik Indonesia

Nonor 15 wahun 1984 tentang Susunan Or

ganisosi Departemen sebagaimana telah

daubeh teraknir dergan Keputusan presi

den kepuolik Indoresia Nomor 42 Tahun

1991 5

4. Koputusen Menteri palam Negeri Nomor
362, Takua 1977, tertang Pola QOrganisasi '

. Pemerintah aerah can Wilayah ,

5. Keputusan Merteri Inlau Negeri Nomor 22

Tahun 1986, tentang Organisasi dan Tate

Kerja Departemen Dalan Negeri ,

6. Keputusaii Menteri Dnlan Negeri Nomor 28

Tauun ‘199<, tentang Pedoman Qrganisasi

dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/ime .
rah Zabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
iI dan sekratariat pewan Perwekilan Rak
yat Luerah Tingkat II ;

7. Peruburan Daarah Kabupaten Inorah Ting

kat 1I Magelung. Nomor 7 fehun 1990 ten

ten, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

sekretariat Wilayah/paerah Kabupaten Da
ewah Tingkat II Magelang dan Sekretari

. at powvan perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tirgkat II Magelang. i
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Memperhatikan ; pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-si

dang Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabu

paten paerah Tingkat II Magelang.

Dengan. persetujuan Dewan perwakilan Rak

yat Daerah Kabupaten Daereh Tingkat II

Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGAHISA

SI, DAN ‘TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DA
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATW II MAGE

LANG DAN SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN .

- RAKYAT DAERAH KABUPATEN DASRAH TINGCAT

II MAGELANG. i

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b,

d,

. Bupati Kepala Daerah adalah Buput.i Kepala Daerah Ting

kat II Magelang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang ;

Daerah adelah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

pevan Perwekilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pervakil

an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

sekretariat wilayah/paerah (SETWILDA) adalah Sekreta

riat. wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage

lang ;
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£. pkretaris yilayah/paerah ( LXWILDA,) adalah gekreta
xi.s Wilayah/paerah [abupaten peerah Tingkat II Mage
g, .

g. Asisten Sekwilda adalah Asiston gekretaris wilayah/Da

ere: Kabupaten paerah Tiugiut Il Magelang.

h. gerretariat pewan perwakilan Rekyat paerah (SETWAN)

adelah gekretariat Jewan perwakilan pakyat Daerah Ka
bwaten paerah Tingkat YI Mageleng.

i, gecretaris pewar perwakilan pakyat Daerah(SEKWAN) ada

Zah Sekretaris pewca Pervekilan Rakyat Daerah Kabupa
Sen Daerah Tinglat Il Magelang.

j. relompok jabatar fungsional adalah kelompok yang ter

Giri dari beberapa jebatan yang tidak termasuk jabat

ar struktural yaitu jadatan - jabatan yang bersifat

tetnis atau fasilitator.

k, peraturan Daerah esdalah Peraturan Daerah-Kabupaten De
erah Tingkat II Magelang.

.BAB I

SEKRETART..T WILAYAH/D/ERAH®

Bagian pertama

Kedudukan, Tughs Pusok den Fungsi . N .

.Pasal 2

(1). sekretariat yilasah/pasrah, -yeng solanjutnya dising
.kat Setwilda, adulgh unsur stef yang berada dibawah -

dan bertarigguhg jawab ‘langsung kepada Bupati Kepala
Daerah, i S

(2) setwilda dipimpin oleh seorang Sekretaris wilayah/
erah, .

Pasal 3. ..........
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}usal 3

t. ilda_nemounyai tugas membantu Bupati Kepala Da
12':. nelnkn&un tugas pokok penyolenggaraan Pe

mr:l.ntahnn. Pelaksanaan Pepbnpgumn dan penbinaan Masya
rakat serta penbihaan Aduihiptrasi, Organisasi dan Tata

laksana serta meuberikan pelayanan teknis adninistratip
kepada seluruh perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

“ puskl, 15 ?
n tugas %urscbut pada Pasal 3i tuk nenyelen gu

satv da uaqpunyai 2w

a. Koordinasi gtaf turlr lap sevalu keginum yang dilaku
kan oleh Perangkat Wilayah /'Dierah Tingkat II dalan
rangka penyelenggaraan aduinistrasi Penerintahan j

Penbinaan penyelenggaraan Penerintahan dalan arti ne

ngunpulkan dan menganalisa data, . erunuskan progran

dan petunjuk teknis serta uenantau perkeunangan pe

- nyelenggaraan Pemerintahan j

sanaan Peibangunan dalan arti sengun

menganali99 data, merunuskan prograz dan

— petunjuk:tekhis serta. memantau perkenbangan penye

lenggaraan’ penbmgunan dan perekononian. ;

d, Penbinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulian d:u:
mengahalisa data, merumuskan prograh dn.u petunjuk .
telmis serta memantuu” perkémhungnn perwflenggam_u
pembangunan dan perekonominn .

e. Penbinaan administrasi; “Organisasi dari Tata Iaksana

serta memberikan pelayanan teknis aduinistratip kepa

‘da peluruh perangkat Daerah, Perangkat Wilayah adai

“nistratip dari Instansi vertikal ;

. e

- rintahan di paerah’ dan 'penyusunan Anegu'an.

Melaksanakan hubungan uusyamknt dan hubungan antar-
Leubaga -

Bagian, seseresiaeiaeie.
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Bagian Keuua

Organisasi getwilda

rasal 5

(1) susunan Organisasi getwilda terdiri dari 3 ( tiga)

Asisten dan 14 (eupat beles) pagian dan dibantu ke
lonpok Jabatan Fungsional yaitu :

a. Asisten :

1. Asisten yata Praja (Asisten I)

2. Asisten jdrinistrasi pembangunan (Asisten II) ‘

3. Asisten pdministresi (Asisten III).

b. Bagian :

1. Bagian Tata pencrintahan

2. Baglan Femerintuhan Desa

3. Bagian Ketertiben ;

4. Bagian Hukua ;

5. Bagian Hubungan pesyarakat

6. Bagian perekonunian ;

7. Bagian penyusunan rogram ;

8, Bagian Sosial ;

9. Bagian Lingkungun Fiaup.
10. pagian Kepeguwaian

11, Bagian Keuangan ,

12, Bagian Organisasi ;

13, Bagian perlengkepan j

14. Bagian Unun. '

¢, Kelompok Jebatcn Fungsionals

(2) Asisten sebagei.ena tersebut pada ayat (1)pasal ini

berada dibawan aan bertanggurg jawab langsung kepa

da gekretaris vilayah/pDacrah ;

(3) Bagian dipinmpin oleh seora.g Kepala Bagian yang ber

ada dibawah dan bertanggung javab langsung kepada

Asisten gekvilda.

(4) sub Bagian digiup,in oleh georang Kepala Sub pagian
yang berada dibawah dan bertarggung jawab langsung

kepada Kepala Bagian,
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Pasal 6

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan peubi

naan penyelenggaraan Penerintahan, Kebtertiban dan neng

koordinasikan perunusan peraturan parumlam, undangan ..

serta hubungan masyarakate $

Pasal 7

Untuk uezwelenggni*aknn tugas tersebut pada pasal 6

Asisten Tata Praja melpunyai fungsi :

erunuskan bahan kebijuksamnn penyusumn Progran '"
= E{an petu:gaukn Teknis serta nenantau penyelenggaraan

Penerint: H

b, Melakukan Koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pene
rintehan j

Ca fi‘%‘éfififi” Koordinasi adninistrasi dan pembinzan
€ H I

M un bahan kebijaksanaan . dan koordinasi perusus
aturan Perund&lxu—undangan 3:

e Elnks anakan hubungan masyarakat dan hubungan antar
nbaga ;

p

Pasal 8

Asisten Tata Praja Setwilda'terdiri dari :

2e Dagian Tata Pemerintahan ,

be Bagian pemerintahan Desa j

e, Bagian Ketertiban , p3

de

ce

Dagian Hukun 3

Dagian Hubungan Mnsyarakat.

Pasal 9

DBagian Tata Penerintahan nenpr tugas nel.iksana

kan penyusunan progran dan petunjuk teknis penbincan pe

nyelenggaraan Penerintahan Unun, Ketertiban, . penbinman-

Perangkat Wilayah/Daerah, Adninistrasi Kependuduken ser .

ta petkataan. 4 s
t
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Pasal 10

. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9

Dagian Tata Pemerintahan mempunyai fungei : -

a. Mengumpulkan bahan pembinaan Kourdinasi Instansi ver

tikal oleh Kepala yilayeh dalan menyelenggarakan pe

merintahan dan penyusunan rencuna progran dan petun

juk teknis penbinaan prasarcna fisik pemerintahan ,

b, Mengumpulkan baban Jan nenganalisa data serta wembe
rikan pertimbangan cela rangka pembinaan perangkat

wilayah/pacrah ; o
Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk-

teknis peabinaan administiasi kependudukan ;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedouan dan petunjuk .
teknis pembinaan perkotaan ; .

c.

rasal 11

Bagian Tata pemerintahan terdiri dari : .——— ..

a. Sub Bagian Tata pemerintahen Umun ;

b, Sub Bagian perangkat Wilayah/Daerah ; . :
c. Sub Bagian pdministrasi pependucukan j .

d . Sub Bagian perkotaau.

pasel 12 ”

(1) sub Bagian Tata Fenerintahin Inun pempunyai tugas
mengunpilkan buhan penyusunan pedoman dan potunjuk

teknis pembinaan penyeienggaraen Peherintahan, pena

taan dan pengesbangan Wilayah gerta peningkatan sua

ber pendapatan daerah j

(2) Sub Bagian perangkat yilayan/Ixerah mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengelola bahen pembinaan,pencalon

an, pengusulan, nengangketan can pemberhentian Pe

rangkat, wilayah/[uevah,

Dipindai dengan CamScanner
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(3) sub pagian Adninistrasi kependudukan nempunyai tu

gas mengunpulkan bahan penyusunan pedouan dan petun
Juk teknis pembinaan administrasi kependudukan ;

(4) Sub Bagian perkotaan meupunyai tugae mengunpulkan

bahan penyusunan pedoian dan petunjuk teknis peabi

haan perkotaan yahg neliputi penbinsan status kota

Adninistratip, proasarana fisik penerintahan Kota,

Kerja sama antar kota dan pewbinaan batas wilayeh

kota.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan Desa nempunyai tugas melaksana

kan penyusunan pedonan dan petunjuk teknis peabinaan pe
nyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan, penges
bangan Desa/Kelurahan dan Lembage Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal

13, Bagian Penerintahan Desa nempunyai fungsi :

&, Mengunmpulkan bahan penyusunan pedomaa dan petunjuk
teknis penbinaan tata penyelenggaraan pemerintahan

Desa/Kelurshan ;

be Mengumpulkan bahan penyusunan pedozan dan petunjuk

teknis pembinaan pendapatan dan kekaysan Desa/Kelu
rahan j

c. Menguupulkan bahan penyusunan pedonan dan petunjuk

teknis penbinsan Perangkat dan Administrasi Peserin

tehan Desa/Kelurahan ,

d. Menguopulken bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
;zlznia penbinaan pengeubangan Desa dan penbinaan Len

ze Desa.

Pasal 15

Bagien pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Sub Bagian Tate Peuerintahan pDesa.
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b. Sub pagian perangkat dan Adninietrasi Desa j
b, Sub Bagian Pengembangan dan lemtaga Desa j

@. Sub pagian pendapatan dan Kekayean pesa j

| pasal 16

{1) Sub Bagian Tata Pomerintahen lesa mempunyai tugas

menguupulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan penyelenggarasn penerintahan pesa/

Kelurahan ;

(2) Sub Bagian perangkat dan jdninistrasi pesa mempu

nyai tugas menguapulkan bahan penyusunan pedonan ‘
dan petunjuk teknis pembinaan ferangkat dan Adminis

trasi peuerintauan pesa/Kelurakan j

(3) sub Bagian pengembangan Gan LembeBa Desa - mempunyai

tugas mengumpulken bahan penyusunan pedouman dan pe

tunjuk teknis pembinaan Pengembangan Desa/Kelurahan

termasuk pembertukan, pemecahan, penyatuan dan peng

hapusan Desa / Keiurzhan serta pembinaan dan pengen

bangan Lembaga Desa j 4

(4) Sub Bagian pendapatan dan’Kekayean Desa mempunyai

tugas mengumpulkan bunan penyusunan pedonan dan ps

tunjuk teknis pembinaen keuangan, kekayaan dan pen

dapatan pesa/Kelurahan . 3

pasaal 17

Bagian Ketertiban mempunyai tugas melaksanskan pe .
nyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertib
an umun dalan penyelenggardan pemerintahan dan pembina

an keagrarisan,

pasal 18

Untuk menyelenpgerakan tugas tersebut pada pasal

17, Bagian Ketertiban mempunyal furgsi :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis

pembinaan polisi Furong Praju .

Dipindai dengan CamScanner
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b. Menguapulkan bahan pendataan don projra. di bidang
ketertiban ;

¢. Menguapulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan kotertiban di wilayah ;

d. Menguepuikan bahan penyusunen pedovan dan petunjuk

teknie peubinaan perijinan j

4, Menguimpulken bahan penyusunan pedouan dan petunjuk

teknis peubinzan Keagrariaan sepanjang senjadi wewe

. nang Kepala wilayah.

pasal 19

Dagian Ketertiban terdiri dari s

a. Sub Dagian Dina Ketertihen
b, Sub Jagian perijinan ,

e, Sub Bagian Keagrariaan.

rasal 20

(1) Sub BDagian 3Bina Ketertiban uenpunyai tugas mengua
pulken behan penyusunan pedoman dan petunjui tek

nis peubinean ketertiban penyelenggaraan Penerin-

tehan den polisi panong Praja.

(2) Sub Dagien perijinan nempunyai tugas nenguupulkan

bahen penyusunan pedouan dan petunjuk teknis peabi
naen Ketertiban dan Legalitas Perijinan ;

. (3) sub Keagrarisan nenpunyai tuges nenguupul
kan penyusunan pedonan dan petunjuk teknis
penbinean Keagrariaan yang menjadi vewenang Kepela

wilayah,

pasal 21

Daglen Hukus uenpunyai tugas welaksanakan dan
nengkoordinusiken perunusan Peraturan perundang-widang

an, telaahan hukun, wouberi bantuan hukun, benpublike

sikan dan pendokunentasiken produk-produk hukua.

=
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pasal 22

Untuk men_an.qpk,an tugas A{erscbut pada pasal
2], parian Hukuu uempunyal fupgei :

a"nengkourdimsikan perunusan »ereturan paerzh dan Ke
putusan pupati Kepala peorah j

b, )(enel.n'nh dan mengevaluasi pelaksanaan Poraturan per
undang-undangan dan nenyiapkdn bahan Rancangan per

aturan perah ;

¢. Menyiapkan bahan pertirbalgen can bantuan hukua ke .

pada senua unsur pemerintah Duerah atas masalah hu

kun yang tinbul dalan pelaksanacn tugas.

d. Menghinpun peraturan per indang-undangan, nelakukan
publikasi produk hukun dan melukukan pokunmentasi

hukun,

pasal 23

pagian Hukun terdiri dari ;

a. Sub Bagian peraturan perundeng-undangan ;

be gub pagian pantuan Hukua ;

c. Sub Bagian pokunentasi Hukur.

pasal 24

(1) sub Bagian peraturan ' perundang-undangan mempunyai

tugas nmengkoordinasiken perumusan Rancangan per

aturan perundang-undangan, nenclash dan mengevalua .

si pelaksanaaruya ;

() sub pagian pantuan ,ukun pcupunyai tugas nengumpul

kan bahan dalau penyelesaiun nasalah hukun dan pe
layanan bantuan hukun ;

(3) sub pagian pokuuentasi Hukus renpunyai tugas nala

kukan dogunentasi dan publikasi produk - produk hu

kun, nenerbitkah pLembaran Dacrah serta nengatur

penyebaran dokuiea hukun. (B3 .
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Pasal 25

JBagian Hubungan Masyarakat nempunyai tugas nelaksa

-nakan Peabinaan Hubungan Masyarakat guna wucuper jelas

kebi jaksenaan' Piupinan pewerintah pacrah.

pasal 26

Untuk nonyelenggarakan tugas tersevut pada Pesal 25
Peraturan Daerah ini, Bagian' Hubungan Masyarokat neupu

nyai fungsi 3 . ¢

a. Menguupulkan bahan penyusunan pedoian dan petunjuk
teknis pembinaar Jdan pelaksanaan h}xhungan nasyarzkat.

b. Melakukan hubungan antar Peuerintah Dacrah dengan Ma

syarakat unun dan organisasi kemasyarakatan untuk nen .

perjelas kebijakan dan kegiatan penerintah Inerah j.

¢, Melaksanakan Inventarisasi dan dokunentasi serta dis

tribusi bahan-hahan penerbitan.

Pasal 27

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a, Sub Bagian pengumpulan Informasi ;

b, Sub Bagian Pemberitaan. '

Pasal 28

(1) Sub Bagian ‘Informasi menpunyai tugas nengumpulkan
dan uenganalisa infornasi untuk bahan kebijakan pin

pinan Peuerintah Daerah, dan nelakukan perekanan, pe

nyajian data dan paueran j

() Sub Bagian Penberitaan nenpunyai tugas nclakukan peo
beritaan baik melalui nedia cetak naupun nedia elek

tronika guna memper jelas kebijekan Piupinan pemerin

tah pacrah, nendistribusikan bahan-hahan penerbitan

serta peufnnnun radio siaran Peusrint paerah

(RSPD).
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pascl 29

Asisten pdninistrasi peabangunan. getwilda,neupunyai

tugas melaksanskan penyusunau pedoman dan petunjuk tek

nis penbinaan pelaksanaan puubungunan, perekonomian Dae-
rah, penbinaan masyarakat/<esejuhtersan rakyat dan ling

kungan hidup, - 4

pasal 30

Untuk nenyelenggarekan tugas tersebut pada pasal 29

peraturan paerah ini psistea dministrasi peubangunan -

nenpunyai fungsi : |

a. Mengkoordinasikeh penyusunan pregram dan petunjuk tek

nis penbinaan pembangunar Ieereh, Penbangunan anter

paerah dan antax Sektor,peaberian bantuan dan pelayan

an sosial ;

b. Mengkoordinasike. penyusunsu progran dan petunjuk tek

nis penbinaan dibidang peningkataii produksi pertenisn

industri, pertambuigan dau energi, pariwisata, kopera

si, perusahaan dan perbinkan daerah dan transportasi;

c. Mengkoordinasikan penyusunan progran dan petunjuk tek

nis penbinaan penberian tantuan dan pelayanan di bi

dang Kesehatan nasyarakat, kotenaga kerjdan dan trens
nigrasi ;

d. Mengkoordinasikan ponyusunan ppogran dan petunjuk tek
nis penbinaan dibidang Apama,- Pendidiken dan kebudaysan

an;

e. Mengkoordinasikan penyusunau progran dan petunjuk tek

nis penbinaan dibicang lingkungun hidup.

pasel 31 . A' 3

BB Asisten pdniaistrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Bagian porckonomian ; -

b. Bagian penyusunan progran j

c. Bagian gosial ;

d. Bagien Lingkungan :idup.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 32

Dagian perekonomian nenpunysi tugns nelaksanakan
dan nengkoordinasikan penyusunan pedowan dan petunjuk

teknis penbinaan serta nemonitor perkeubangan dibidang

sarana perekonouian dan peningkatan produkei.

Pasal 33

Untuk nenyelenggurakan tugas tersebut pada Pasal

32 peraturan Daerah ini BuLinn Perckonouian neupunyai

fungsi :

a. Mengunpulkan bahan penyusunan. pedouan dan petunjuk
teknis penbinaan dibidang produksi pertanian, indus
tri, pertenbangan dan energi, l_ps_art.a kepariwisataan,

b, Mengunpulkan bahan penyusiman- pedouan dan petunjuk
teknis peabinaan di bidang parkuperaaun dan perkre

ditan dan perumodalan j -

c. Menguupulkan bahan penyusuran pedom dan petunjuk
teknis pembinaan di bidang perusahaan den pf.l'fldlkf_fl

Daerah j

d. Mengunpulkan bahan penyuaunan pedonan dan petunjuk
teknis penbinaan dibidang transportasi dan konunika .
si 2

Pasal 34

Bagian Perekononian terdiri dari :

a. Sub Dagian produksi Ducrah Bidang I ;

b, Sub Bagian Produksi Ducrah Bidang II .

Pasal 35

(1) sub Bagian Produksi pacrah Bideng I ucupunyai tu

gas nengunpulkan balian penyusunan pedoian dan po

tunjuk teknis peubinaan peg\im.kamn\‘,t bidang pro

dukci pertanian, po' ornakan, perigarar, perkebunan

insdugtri dan tran.jortusi ;
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(2) Sub pagian produksi preran 3idung II meupunyai tu
gas nenguupulkan bahun penyusunan pedoman dan pe

tunjuk teknis penbinaan di bidang produksivpertsn
bangan, energi dan pengeubu.wmuwivlsamn, pe
rusahaan serta koperasi dan perbankan dacrah.

pasal 2%

Pagian penyusunan progi'en nempunyal tugas nelaksa

nakan dan nengkoordil..sikan penyusunan pedonan dan pe

tunjuk teknis penlisnan serta pengendalian adninistra
si penbangunan,

pasel . 37

Untuk nenyelenggarakai. tugas tersebut pada pasal

36 peraturen Daerah ini Bagian Penyusunan Progran mea

punyei fungsi :

2. Mengumpulkan bahan xcordinasi dan penyusunan pro
gran tahunan pecbengunan dacrah j

b. Melakuken pengendalien adninistrasi pembangunan

yang dibiayai APBD, bzatuan pembangunan dan dana

penbangunan lainnya ;

¢, Menguopulkan bahan dar. nengadninistrasikan progran

bantuan pembangunan dari paerah Tingkat I, Pemerin

tah pusat dun bantuan pihak ketiga ;

d. Melekukan analisa daa ovaluasi peleksanaan pembe
ngunan,

Pasal 3b

Begian Penyusunan progran terdiri dari ;

e, Sub Dagian Prugran Kerja j

b, Sub Dagian pengendalian j
c. Sub Dagian pelaporan.

pasal 39

1) sub. Dagian n-ogrn!'l(u' a m:funynl tugas nengunpul
@ kan behan dan uengkooréinn an penyusunan progras
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penbangunan’ pacrah dan welakukan aduinistrasi bantu

an Pembangunan, facrah.

2) Dagian pengendalian uéupunyai tugas nengunpul
@ 3 kan bafim pgr.;fisumn pedonan. dan pggunjuk ngakniu

peubinaan pelaksanaan poubangunnn dan pengendalian

" nya ; . -

(3) sub thian Pel.nporan neupuhyai tugas uenguupulkan

bahan dan melakukan analisa dan evaluasi pelakeana
an pembangunan serta nonyiapkan bahan penyusunan.

laporan,

..» -Pasal “40

Bagian soeiai mempunyai tugas nelsksanskan dan
nengkoordimsxkan Penyusunan progran dan petunjuk tek

penbinaan serta nenantau pemberian bantuan dan per

keubnngan kegiatan pelayumm sosial,

Pasal 41

Untuk nenyelenggarakan tuges tersebut pada pesal
40 peraturan meru.h_z.ni, Bagian Sosial menpunyai fungsi

2e uengumpu].knn bahan penyusunan pedouan dan petunjuk

teknis’ penbinaan di bidang Kesejahteraan Rakyat ;

b, Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian

bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial j

€. Menguupulkan dan mengolah date serta nenyispkan saren

dfi: pertiubangan dalam peningkatan kesejahtersan rak

yat j

d, Menyuupulkan dan nengolah data serta nenyiapkan ba

han penyusunan pedonan dan petunjuk teknis penbinaan

di pidang agana, dan Sosial Budaya ;

e, Menguopulken dan mengolah data serta uenyiapkan ba

han penyusunan pedonan dan petunjuk teknis pembinaan

di Lidang pendidikan, Generasi Muda, Olah raga dan

peranan vanita perta ketenaga kerjuan,
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& pasil 42

Eagian gheial terciri dari :

a. $b Bagian Kesejahteraan ;
b, Sub pagian pgama, pendilikan dan Kebudayaan ,

¢, &b pagian penuda, Olah gaga dan peruwnan Wanita.

pPasal 43

(1) sub pagian Kesejantoraan nempunyai tugas mengumpul

- kan bahan penyusunan pelonan dan petunjuk teknis

. -pembinaan di tidang bantuan gosial, bencana dan usa
ka-usaha untuk meringkatkan kesejahterean nasyara

» keluarga berencala din transmigrasi ;

(R) sud Bagian pgauwa,pendidikan dan Kebudayaan mempunyai

tuges mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pe

tunjuk teknis peubinaan di bidang Agama termasuk

urusan haji, serta pendidilan dan Kebudayaan ;

¢3) Sub 3agian pemuda, nleh aga dan peranan Wanita mem

punyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman

dar petunjuk teknis penbinsan di bideng kegiatan Pe

muda, Olah Raga dan Peraran Wanita serta ketensga

ker jaan,

rasal 44

“ Bagian Lingkungan Tidup nempunyai tugas nelaksana
kan dan mengkoordinasiksn penyusunan pedonan den petun

Juk teknis penbinaan linglungan hidup.

Pasal 45

Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal
44 peraturen Daeral ini, Bagian Lingkungan Hidup mempu

nyai fungsi :

a. Menguopulkan hakan yanyusunnn pedoumn dan petunjuk

teknis penbincan ANDAL ;

b. Menguupulkan dan'.engolah data, wengkoordinasikan ke

giatan dalan rangka penyusunin progran penbinaan per

wujudan lingkungan pemukinan pedésaan.
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¢, Mengumpulkan dan mengolah data, nengkoordinasikan ke
giatan dalan rangka penyusunan prograu.pembinaan. par a

wujudan lingkunggan perkotaan j

;_ d. Mengumpulkan dan mengolah data, nengkoordinasikan ke
3 glatan galen rangka penyusunan progran dan petunjuk

peabinaan penanggulangann penceuaran lingkung -

Pasal 46

Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :

. a. Sub pagian ANDAL ;
> b, Sub Bagian Penanggulangan pencemaran.

R Pasal 47

> (1) Sub pagian Andal wenpunyai tugas nengumpulkan ba
han penyusunan pedonan dan petunjuk téknis pembina’
an dan pelaksanaan analisa dampak Im@cmgm 3

Pa .. (2) Sub Bagian Penanggulangan Penceuaran. uempunyai tu
na gas uengunpulken bahan penyusunan pedouan dan pe

tunjuk teknis pembinaan dan penanggulangan pence

5 53 paran lingkungan untuk perwujudan Lingkungan yang

= serasi dan sehat.

Asisten Adninistrasi Sekwilda nenpunyei tugas ne

laksanakan dan nanbimlqrguisasl dan Tata laksana, Ke

pegavaian, Keuangan, P J.engknpan, Kehtuu.snhmn, Kear
. sipan dan Rumah Tangga :

Untuk uengylenggarakan tugas tersedut pada Pasal

48 Peraturan Daerah 1ni Asibten Adniniatrasi umpunyu
fungsi :

il a, Melaksanakan koordinasi pal\yuuunan pedonan dan pe
tunjuk penbinaan kapegnuuiun lerta tnta u.rusan Kapef
gavaian j o ks Mie

b. Melaksanakan Koordinasi penyusunnn progran anggaran
dan pengelolaan aduinistrasi keuangan,
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¢. Melaksanakan koordintsi penyugunan pedouan dan pe

tunjuk teknis penbinayu Organisasi dan Tata Laksana

d. Melaksanakan urusan Rumah mangga, Tata Usaha dan ke

» : "” arsipan, protokol den psxlungkapan.

Pasul 50
R Asisten pdninistrasi terdiri dari :

.. Pagian Kepagp\'laiql_a 3
b, Bagian Keuangah ;

¢. Bagian Qrganisasi ; ‘

d. Bagian perlengkapt. j

e. Bagian Uruu.

rasal 51

Bagian Kepegawaian .aenplnyai tugas npelaksanaken

pengelolaan adninistrasi kepegawaiar, penyusunan pro

gran dan petunjuk peubinaan dan pengembangan kepegawai

an' serta nelaksanaskan nvtisi pegawai dan tata uszhe Ke

pegawaian.

rasal 52

Untuk nenyelenggurcakan tugas tersebut pada pasal

51 peraturan paerah ini, Bagian Kepegawaian nempunysi

fungsi :

a. Menguopulkan dan mengolau Jate serta nenpersiapkan

peraturan perundiag-undangan di Bidang Kepegawaian; .

be Mengunpulkan buhan pelaksunaan Ujian Dinas dan pen

berian pengharguan dan tanda jasa ;

¢. Menguopulkan dan nengolah data serta nenyiapkan pe
nyusunen progranm dan potunjuk teknis penbinaan dan

pengenbangan karier pogawai serta penyelenggaraan
Pendidikan dan latihan pegavai j

d. Meleksanaken dan mengolah mutagi dan tata usaha Ke
pegavaian,

i)
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Pasal 53

pagian Kepegawaian tgrdz\ri dari

a. Sub Dagian Unuu Kepegawaian j

b, Sub pagian Mutasi Pepawai ,
c. Sub pagian pengembangan pegawai ,
d. Sub pagian piklat pegawai.

Pusal 54

(1) Sub pagian Unun Kepegawaian mempunyai tugas nenguu

pulkan bahan peubinaan kedudukan hukuu pegawai dan

nenghiupin Peraturan Perundang-undangan Kepegawaizn

serta penyelesnian adninistrasi pealerhentian dan

Pensiun pegawai , .

. (R) Sub Dagian Mutasi Pegawai neupunyai tugas pelakukan

penyelesaian adninistrasi kepangkatan,gaji, pensiun

dan nutasi kepegawaian lainnya ;

(3) Sub Dagian Pengeubangan Pegawai meapunyei tuzas 2e

" nguopulkan bahen penyusunan perencanaan pegawai, 2e

nyusun fornasi serta. pemberian penghargaan dan tan

da jasa serta pembinaan mental pegawei j

(4) Sub Bagian Diklat pegawai mempunyai tugas nenguopul
kan bahan penyusunan prograu Pendidikan dan pelatih
an ,';puratur/l(spegavninn dan penyelenggarean pelatih
,an, pengajaran, ujian dinas dan latiban prajalatan.

Pasal 55

pagian Keuangan neppunyai tugas velsksanakan dan

nengkoordinasikan penyusunan program, perubahan den per

hitungan inggaran , Pendapatan dan Belanja Daerah serta

meubina aduinistrasi keuangan.

pasal 56

Untuk uwenyelenggarakan tugas terselut pada Pasal

55 peraturan Daerah ini, Dagian Keuangen weapunyai

fungsi ¢
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Pusel 53

Bagian Kepogawaian terdiri dari :

a. Sub pagian Umun Kepegawaian j

b, Sub pagian Mutasi pegawal ,

c. Sub pagian pengenbangan pupavai ;

d. Sub pagian piklat pogawai.

Pusal 54 c

(1) sub pagian ymun Kepegawaian mempunyai tugas mengua
pulkan bahan penbinaan: kadudukan hukum pegawai dan a

menghinpun perasuran perundang-undangan Repegawaian

serta penyelesaian aduinistrasi pemberhentian dan

pensiun pegawai j

(2) sub pagian Mutasi pegawai meupunyai tugas nelakukan

penyelesaian adainistrasi kepangkatan,gaji, pensiun

dan mutasi kep_egmmian lainnya ;

(3) sub pagian Pengembange. pezawai nenpunyai tugas ne

ngunmpulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, ne

‘nyusun formasi serta pemberian penghargean dan tan

da jasa serta pembinaen neutal pegawai ;

(&) sub Bagian piklat Pegawai iempuryai tugas mengumpul
kan bahan penyusunun progran Perdidikan dan pelatih

an pparatur/Kepegevaian can penyelenggaraan pelatih

an, Pengajaran, Ujian Dinas dan latihan Prajabaten.

Pesel 55

Dagian Keuangan mnempunyai tugas® melaksanakan dan .)

nengkoordinasikan peuyusuran program, perubahan dan per

hitungan Anggaran pendapaten dan Belanja Daerah serta

peubina adninistrasi keuangan,

pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas tersobut pada pasal .
55 peraturan paerah ini, pagiar Keuangan wuenpunyai

fungsi :
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a. Menguupulkan bahay' penyusunan, perubahan dan perhi
tungan Anggaran pendapatan dan Belanja Doerah ;

b, Mengelola aduinistrasi keuangaa Daerah ;

c. Menguji kebanaran penagihan dan penerbitan surat pe .
rintah nenbayar vang (SPMU) dan wengadakan pemerikda

an keuangan, serta menbina peroendaharaan j

d, Mengumpulkan bahan penyusunan pedouan dan petunjuk

teknis pembinaan aduinistrasi keuangan,

Pasal 57

Dagian Keuangan terdiri dari :

.a, Sub Bagian Anggaran j

b. Sub Bagian Penbukuan:

c. Sub Dagian Perbendaharaan: '

Pasal 58

(1) Sub Bagian Anggaran‘iempunyei tuges mengumpullan ba
— han penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk

teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan cenyu

sun Nota Keuangan yang akan disampaiken kepada DPAD;

2 ian Penbukuan mempunyai tugas nelekukan pe

@ g‘u‘?u;l:g secara aistmtispd:x}; kro:glogis serta aenp;i
apkan bahan penyusunan perhitungan anggaran,dan pe

periksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran ru

tin den pembangunan j R

(3) sub nagian Perbendaharaan uenpunyai tugas menerbit

ken SPMU, uenguji kebenaran penagihan, nembina keta

ta usahaan kouangan, penyelesaian nasalsh perbenda

haraan dan ganti rugi serta meabina perbendaharean.

Pasal 59

Bagian Organisasi uweupunyai tugas melaksanakan pe

nyusunan pedonan dan petunjuk teknis peubinaan kelemba

“ gaan, ketatalaksanaen, peubinaan PAN, pengolahan data

dan nengelola perpustakaan,
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Pasal 60

Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
59 peraturan Daerah ini, pagian (rganisasi mempunyai

fungsi : . 8

a. Mengunpulkan dan mengolah data serta menyiapkan ba

han penbinaan dan penataan k:slenbagaan j

b. Menguapulkan bahan. penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan ketatalaksanaar. yang meliputi tata

kerja, netode kerja dan prosedur kerja j

ot Menguupulkan bahan penyusunan pedonan dan petunjuk
teknis sist‘.in pengunpulan pangolahan dan penyajian
data ;

d, Mengunpulkan bahan penyusunan pedonan dan petunjuk'
teknis penbinaar PAN serta nengelola dan nengeubang ”
kan perpustakaan,

Pasal ol

Bagian Organisasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Kelembagaan ;

b, Sub Bagian Ketatalaksanaan j

€, Sub pagian perpuatakaan 43

d. sub mfimn Pengolahen data.

B:sal 62

1) sub Bagian xelenL.ngaan wenmpunyai tugas nengunpulkan

bahan penyusunan pedonan-den petunjuk penbinaan dan

penataan organisasi dalan liagkungan penerintah nae
rah, Instansi vertikal Lepartenen Dalan Negeri dan

perangkat wilayuh paminlstratip.;

(2) sub pagian Ketatalalsanaan menpunyai tugas nengua
pulkan bahan penyustinan peauuan dan. petunjuk teknis
Eenbinun dan pe.aetaan siptin, ‘metode dan prosedur
erja serta pendayagunaan jparatur Negara ;

(3) sub pagian perpustakean menpunyai tugas nelakukan

pengelolaan dan puleyanan perpustakaan;;

D)
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(4) Sub Bagian Pangolahan Data nempunyai tugas mengum

- pulkan- bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
sistin pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Pasal 63

4 pagien perlengkapan ueupunyai tugas nelaksanakan
. penyusunan progran kebutuhan perbekalan dan pengelolaan

perlengkapan serta meubina aduinistrasi perlengkapan

dan nateriil.

Pasal 64

Untuk unenyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
63, Bagian perlengkapan menpunyai fungsi :

“as Mengumpulkan bahan panyusunan ‘rencana kebur.uhan .Per
bekalan ;

be Melakukan pengadaan perlengkapan -dan perbekalan j
c. Menyiapkan dan memelihara perlengkapan ;

d. Mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan ;

€. lelakukan adninistrasi perbekalan den naberiil.

pasal 65

Baglan Perlengknpan terdiri dari .

a, Sub Bagian Analisa kebutuhan ; $

b, Sub Bagian Pengadaan ;

¢, Sub Bagian Penyinpanan dan distribusi.

Pasal 66 -

(1) sub Biem.n Analisa Kebutuhan-nenpunyai tugas wengun
pulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perleng
kapan dan perbekalan pemerintah paerah ;

(Zf)_ Sub Bagian Pengadaan nenpunyai tugas uenguupulkan

bahan infornasi serta nenilai mutu perbekalan, uela

" kukan tender dan penberian perlengkapan dan perbe
kalan pemerintah paerah j

(3) Sub Bagian Penyinpanan dan Distribusi uenpurwui tu

gas nelakukan adninistrasi peneriuaan dan pengeluar

an perbekalan, mengatur penyiupanan, distribusi dan
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@n penyiapan penghapuscn -serta nelakukan perawatan dan

peaeliharaan.

pasal 67

pagian puua nempunyai tugus nelakukan pembinaan ke

arsipan dan ketataushhaun, yrusan Ruuan Tangga dan pro

tocol.

pasal 08

yntuk nenyelenggaraken . tugas tersebut pada pasal

€] peraturan pacrah ini jagian ymun nenpunyai fungsi :

1, yelakukan kegiatan ketetauschaan punpinan dan puuu;

1, yelakukan penbinuan kearsipan 3 ‘

2. yelakukan urusan rumah tangga sekretariat yilayah/pa

erah j :

€, velakukan urusan-keemanan dalan, terhadap personil,
-ateriil d an informasi ; .

€. yelskukan urusan protokol dan per jalanan diras serta

keuangan getwilda. -

" pasal 69

Jagian poua terdiri dari :

a. Su) Bagian Tata Usaha Pinpinan dan Keuangan setu:_lda

b, sub pagian Rumah Tangga j

c. Sub pagian Sandi dan Telekonunilasi j

d. Sib pagian protokol.

pacal 70

(1) sub pagian Tata ysahe Tinpinan dan xwanga}: Setwil
€a Tenpunyai tugas welaxukan urusan tata usaha pin

pinan, dan tate usana umun, nengendalikan dan nenbi
na kaaraipen sorta nalakukan tata usaha . keuangan
getwilda ;

(2) sub pagian Ruyan Tangga meapunyai tugas' nelakukan
urusan rusoh tangga yang meliputi pelayanan angkut
an ddn peravatan kendaraan dines, akonodasi dan ru
ang:n, rumah jatatan - serta nenelihapa kebersihan
Kantor. = Pie
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(J) Sub mghn Sandi dan Telekouunikasi ueupunyai tugas
‘melakukan pengirinan dan penerimaan berita sandi

dan telekomunikasi, nenbina dan uenelihara alat

alat'sandi serta pengouanan terhadap Xn!ormn/bfim

ta sandi dan telekouunikasi

(4) Sub Bagian protokol mneupunyai tugas welakuken urus

an penyusunan acara dan aeduinistrasi perjalanan di

nas Piupinan pemerintah Daerah.j

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7L
Keloupok jabatan fungsioml peupunyai tugas ocelak

sanakan sebagaian tugas Peuerintah l)a\.x-ah sesuai dengan

keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 72

(1) Kelompok Jgbatan Fungsional dideksud pada pesal 71

peraturan paerah ini terdiri dari sejualah tenaga

dalan jenjang Jabatan Fungsional yeng terbagi dalan
berbagai keloupok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) setiap Kelompok terscbut pada ayat (1) Pasal ini di

piopin oleh seorang tenaga Fungsional sinior yang

ditunjuk oleh pejabat yang Berwenang, dan bertang -

gung jawab kepada Sekretaris Wilayan/Daereh ;

(3) Juulah Jabatan Fungsional terscbut pada ayat (1) Fa

sal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja j

(4) Jenis dan J'fl“?fi jabatan fungsional tersebut pada

,ayat (1) Pas diatur sesuai dengan Peraturan

Perundung-undmgnn yang borlaku,

Bagian keeupat

Tata Kerja
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pasal” 73

(1) paln melaksanakan tugasnya Sekwilda, para Kepala

daikepala sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi

" intigrasi dan sinkronisaci secara vertikal dan hori
sodul ;

(2) @siep Pimpinan satuah grpanisasi dalan lingkungan
wilda bertanggung jawao neminpin dan mengkoordi

pstkan bawahannya rasing - masing dan nemberikan

tabingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan

twas bawahannya.

Pasal 74

(1) seiap pinpinan gatuan grganisasi mengikuti dan ne

nguhi petunjuk-petunjuk den bertanggung jawab kepa

de. atasan masiag - mnum' dan menyanpaikan laporan

jaca waktunya ;

(R) teviap laporan . yang diteriza oleh pimpinan satuan
rzanisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan

savagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk nenberi
T petunjuk kepada oawahan.

. Pasal 75

Pra Kepala Sub [xgian menyanpaikan laporan pada
vaktu.xu kepada Kepala Ba,ian sesuai dengan bidang tu-
gaswg dan para Kepala Sub Bagian nenanpung laporan ter

sebw dan nenyusun laporan untuk disnupaikan tnpat pada

valn.x\yg kepada gekwilde.

Pasal 76

alan 'rnenyampaikz_;x' laporai. kepada atasan tenbusan
lapora: disanpaikan pula kepada satuan organisasi lain

yang seara fungricual pempunyai hubungan kerja.

rasal.. 77

delan nelakannukan tugarnya setiap pinpinan satuan
organisesi dibentu oleh pimpinan satuan organisasi ba-

wahanny dalan rangka pemberisn:bimbingannya kepada ba
wahan Bsing-uasing uongadakanu rapat berkala.
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Pasal 78

Kepala Sub Bagian gandi dan Talekouuqiksn dalari -

aen jalankan f.bansnya teknis operasional berada,dibawah -
dan bertanggung jawab kepada gekwilds, sedang teknis -

adninistratip berada dan bertangguag jawab kepeda Ke

pale pagian Uuug.

DAB III

SEXRETARIAT 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

pagian pertana

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 3usunan Oreanisasi

Pasal 79

(1) sckretariat Dewan perwakilan Rakyat uaerah adalah

Unsur staf yang neubantu piupinan Dewan Perwakilan

Rakyat Dmerah Tingkat II dalau uenyelenzerskan tu
gas dan ke\‘ifijibannyn [

(2) Sekretariat Devan Perwakilan Rakyat [aerah di;un
pin oleh seorang Sekretaris Dewan perwskilan Fak

yat Daerah, z

Pasal 80

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Deerah necpu

nyai tugas nelaksanakan segala usaha dan kegiatan da
lan nenyelenggarakan sida.ng—s dang, urusan ruush tang
ga dan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat [merah ;

pasal 81l

Untuk uan{elanm,ax‘ukan tugas tersebut pada Pasal
&0, sekretirin pewan Perwakilan Rakyat Deeral nempu

a, Koordinasi dalan arti nengatur dan ueubipa kerja

uengintegrapikan dan nensinkronisesiken se

luruh penyelenggaraun by, ssk.rnm iat Dewan perva
kuan mky:t mgruh i i

b, Perencancan dalan arti wonylapkan rencana, uengolah

nenelaah, dan nengkoordinagikan peruuussn kodijeksa .

naan Piupinan pevan perwakilan Rekyat Deerah j

€, Pedbinsan. ........
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e. penbinaan aduinistrass dalau arti neubina urusan Ta

ta Usaha, wengelols dan reubina Kepegawaian, mengelo

la Keuangen dan porbecalan pewan perwakilan Rakyet

pacrah :

& Nenyelengzarakan persiurnpan dan penbuaten risalah
rapat-rapat yeng disolenggacnkan oleh powan perwakil
an Rakyat paerah j

- Ennhnn dan wenbina ketertiban serta keansnan da
N

pesal 82 {
[ 3] g:krreurht Dewun pervucilen Rakyat paerah terdiri

i

2. Sub Bagian Unun ;
b. Sub pagian Rapat dan Riealah ;

c. Sub pagien Keuangen ;

) Sub pagian tersebut ayat (1) dirimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yan; terada cibawah dan bertan:

gung javab langsung kepada Sekretaris pewan perwa

kilen pakyat peerah.

pasal 83

Sub Bagian ynum mempunyai tugas :

= Menyiapkan penyelenggeraan rapat - rapat Dewan Perwa
kilen Rekyat Dnerua ;

& Menyiapkan rencenu peijalanan Dinas pimpinan dan png ‘
gote-anggota Devan pervesilan Rekyat paerah :

& Molakukan urusan rumeh tangga, rungh jabatan dan go
dung-gedung Dewan jervakilan Rakyat paerah ;

& pengurus kendararn diaas den barang - barang lainaya

dan yelakukan keanunan pada Kartor pevan pervakilan

Rekyat [merab ; $

m Melesukan urusan surot menyurat yang diperlukan oleh

Dewan perwakilan Rel yat merah,
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Pasal 84

Sub Bagian Rapat dan Risalah mewpunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pembuatan Risalah rapat-rapat Dewan
perwakilan Rakyat Daerah j

| b, Menyiapkan penerinaan tamu-temu Pinpinan pewan Perwa
kilan Rakyat Daerah ;

3 ¢+ NMenyiapkan rapat-rapat yang diseler, a oleh De
wan perwakilan Rakyat paerah, baik soal Adoinistrasi

naupun tata tenpat.

pasal 85

Sub Bagian Keuangan menpunyai tugas :

a. Merencanakan Anggaran pengeluaran Sekretariat pewen

Pervakilan Rakyat paerah ;

b, Mengurus Keuangan untuk keperluan pewan Perwasilan

Rakyat Daerah j

c. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakil
an Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 86

; . Sekretariat Devan Perwakilan Rekyat [eerch dalan
nenjelankan tugasnya bertanggung javad kepada Ketua De

wan Pervakilen Rakyat pDaerah dan Teknis Aduinistratip

nengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekwilda.

¥ Pasal 87

- (1) balan nelakukan tugasnya Sekrotariat Dewan pervekil

pe an Rakyat Daerah dan Para Kepala Sub Jagian uenerap

kan Prinsip Koordinasi, Intregrasi dan Sinkronisasi.
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(2) $dap Pimpinan gatian organisesi dalam Lingkungan
Bsetariat Dewan perwakilen Rekyat Daerah bertang

gg javab memimpin dan meagkoordinasikan bawahan

we nasing - masing wan mouberikan bimbingan serta

piuajuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasol “88

(1) sshep pimpinan daalam satuan Organisasi wajib ne
ngieni dan meuatuhi petunjuk-petunjuk dan bertang

guy ;avab kepada atasan masing-masing dan menyan

pe‘tar laporan berkala puda waktunya ;

(2) Seda: laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan

Orjarisasi daei bawahau, wajib diolah dan dipergu

nacer sebagai buaen penyusunan laporan lebih lan

iu, €n untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada

tawahn.

BA3 IV

LALN - LAIN

Pasal 87

Susutar Orgaulsasi getwilda sebagainana lampiran

peraturar kerah ini. merupakan satu kesatuan yang ti

dak terp:sikan,

rasal 90 '

Jeyang Jabatan dan kepungkatan serta Susunan Ke

pegavain iiatur sesuai dengan Peraturan perundang-un
dangan mg berlaku.
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. BAB V

PENUTUP

Pasal 91

(1) Dengan berlakunya Pperaturan paerah ini, maka pep
aturan Daerah gabupaton paarah Tingkat II pagelang
Nonor 7 fahun 1990* dan ketentuan - ketentuan lain
lain yang bertentangan dengan peraturan [aerah ini

dinyatakan tidak berlaku, .

? (2) Hal - hal yang belun diatur dalau peraturan Daerah
ini akan diatur tersendiri,

Pasal- 9R- -

peraturan Daerah imi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, semerin

tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem

patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten paerah Ting

kat II Magelang.. = - .

Kota Mungkid, 21 Septenber 1992

D.P.R.D. BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II

A Q KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG

5 KETUA

tta : ttd

SUGIHARDJO ' MOMAMAD SOLIHIN
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DISAHKAN

Dengan Keputusan uubernur

Kepala Imerah Tingkat I

Jawa Tengeh

Tanggal 16 pebruard 1993, Nomor 188.3/101/1993

Ane Sekretaris Wileyah/Dacrah Tingkat I

Jawa Tengeh

Kepala Diro Hukun «

tta .

SARDJIITO, SH

NIP, 500 034 373.

Diundangkan Dalam' Lembaran Daersh

Kabupaten Daerah Tingket II Magelang

Nomor 3 Tahun 1993, Tanggal 23 pebruari 1993

serie D ; Nomor 3

Sekketaris Wilayah/Daerah

tta

Dre TOEHA U I,

Poubina Tingkat I

NIP, 500 031 722
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 1992

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI Dall TATA KEAJa
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja

bagi Sekretariat Wilayah Kabupaten [merah Tingkat II

Megelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan pakyat Ine

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Inerah dan ge
kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dmerah Kabupaten-

Daerah Tingkat II Magelang senula diatur dengan Per
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nonor 1 Tahun 1979 yang telah diubah beberape kali

yeitu dengan : . .

1). peraturan Daerah. Kabupaten Daerah Tingkat II Me
gelang Nonor 7 Tahun 1982 tentang Perubahan Per

tana Peraturan Daerah Kebupaten Deerah Tingkat

II Megelang Nonor 1 Tahun 1979 tentang Susunan
Orgenisasi dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/ia
erah Kabupaten Daersh Tingkat II Magelang dan Se

kretariat pewan perwvakilan Rekyat Dnerah gadupe

ten paerah Tingkat II Magelang.
perdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1982, ini Setwil
da Tingkat II Kabupaten Magelang terdiri dari 8

(delapan) Bagian, satu Setwan dan 35 Sub Lagian
dengan perubahan yaitu Penanbahan Sub Begian Ben

cana alen pada Bagian Kesra.

2), peraturan Dnerah Kabupaten Inerah Tingkat II Ma

gelang Nouor 2 ‘Tahun 1985 tentang perubahan ke
dua peraturan Dacrah Nonoe 1 Tahun 1979 tentang-
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Wl gusunan Organisusi dan Tata Kerja gekretariat yila
yah Daerah Kabupaten pacrah Tingkat II Magelang dan
sekretariat pewan perwakilan Rakyat paerah Kabupa

ten paerah Tinakat. II Mageiang.

Berdasarkan poraturan Laerah fooor 2 Tahun 1985 ini
* setwilda Tiigkat:II Kabupaton yagelang terdiri dari
9—( eibilan) Bagian, satu gotuan dan 39 Sub pagian
dengan perubahan yaitu pengemkangan . Sub Bagian Hu
mas dan protokol pada Fagiun'un.um'din"wotokn. ‘

3).. peraturan: Taerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor
7 -pahun 1990 teutang . Ferubahan ketiga teérhadap per
aturan gacrah romor '1 Tahun 1979 tentang' Susunan Or
ganisesi: den Tata Kerja' yekretariat yilayah paerah

xnbupateu erad Tingkat 1I Magelang dan Sekretari

at: Dsuah tvakilan ::ukyct Drerch xabupaten Daerzh
Tingkat II Jagelang.,

Berdasarkan perds:Nomor 7 pahun 1990, setvilda
kat TT-Kabupatenhjagelang terdiri dari 11 (sebelas)

Bagian, satu setuan dun 46 gub uagnm, dengan per
ubnhan yaltu i s

. a. Pemecahan B&&‘-an anerintehan msnjndi Bagian Pe

Jnerintaha.n Umum dan pagian- Pémerintu}mn pesa ;

.,., - penanbahan sub Bagian Pembiraan RSPD pada Bagian '
Humas,. i

Dengan semakia berkembangnya pelaksanaan tugas pe

myelenggaraan’ penerintahau, pelaksenaan pembangunan,pen

Winaan masyarakat, . yembiraan administrasiy organisasi
dan tata leksana serta guna meningkatkan pelaysnan kepa

& seluruh Instansi dan Masyarakat, agar didalam pelak

T kemannyd depat berjalan lancar, berdaya guna dan berha

E al puna, maka dipandang porlu diadakan " penyempyrnaan

-ix-fenyempurnaan terhadap peraturan Jaerah kabupaten Dne-
) Tingkat II Mageleng Nomor 7 Tehun 1990 tent:

swan Organisasi dan Tata Kerja gekretariat wilay::?lie

Dipindai dengan CamScanner



=39 =

rah Kebupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretari

at Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting

kat II Magelang dan menyusun kembali peraturan Daerah

yang sama dengan berpedomsn pada :

Keputusan Menteri Dalam Negeri' Nomor 28 fahun 1992, ten

Pedoman Organisasi den Tata Kerja sekretariat wila
mmanh Kabupaten/Kotamodya Daerah Tingkat II dan se
kretariat Dewan perwakilan Rekyat paerah Tingkat 1I,

Dengan demikian meka dengan ditetapkennya Peratur

an Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Dati II

Magelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Oeganisasi

dan Tata Kerja Sekretariat yilayah/Daerah Kabupaten Ie
erah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan perwakil

an Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang -

beserta peraturan-peraturan Caerah Perubahan sebeluanya

sudeh tidak berlaku lagi,

Cukup jelas. ' r -

pasal 2 .: — Sekretariat Wilayah / Daerah yang selan
jutnya disingkat Setwilda, adalah unsur

staf yang beradu dibawah.dan bertanggung

jawab langsung kepada Bupati Kepala Dae

rah. P

- Setwilda dipimpin oleh seorang Sekreta

ris wilayah/gaernh yang kemudian disebut
Sekwilda. oleh karena itu Sekwilda sudah

mengandung pengertian sekretaris wilayah

dalam lingkungan Kabupaten.

Pasal 3 ; Cukup jelas, “

pasal 4 3 - Fungsi Koordinasi meliputi semua aspek pe

. . nyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan
Kemasyardkatan baik yang bersifat horison

tal maupun vertikal.

pasal 5 sampai dengan 12 : Cukup jelas. .

W Ag
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pasal 13 ; « dalam menjalanku: tugas gian ini
bsrp.dmp’: jada Unda) "“ nlymdanq Homor 5
mahun 1979 tentang marinu)un Desa ;

- pagian pewerintehan Desa di getwilda da

lam arti meapunyai kewenan pula da
lan hal pemerirtahan xolm'ug:: yang ada
di yilayah Kabuputen,

Pasal 14 sampai dengan 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Sub Dagian pada Paglan perekonomian terdi

ri dari Sub pagian produkei daerah bidang

11, karenc tiap gub pagian mengurusi bebe

rapa guh gektor pembangunan .

psal 31 sampai dengan 38 : Cucup jelas.

msal 39 (1) : - Sub Bipian-Kesejdhteraan juga menanga

ni masalah bencapa yang. bertugas 2c
ngudaken vbservasi- nedan,zenyusun nen

cana-rencana uan usul - usul penanggu

langan fisik serta penyelamatan para

kurban bencana, meningkatkan motivasi
/peneranga. kepada penduduk yang ter

ancam serta mengusahaken dana/bentuan

- Mengatur pemberian ijin terhadap kegi

atan-kegialan sosial yang berhubungan
dengan pertunjukan-pertunjukan,undian

pasar malan dan lain-lain.

msel 39 (2) : - Sub pagian ,asa, péndidikan dan Kebu

deyean juga meupunyai tugas mengkoor

dinasikan perencanaan kegiatan-kegiat

an memupuk hopercayaan rakyat dalam

bicang Kesgamaan dan kepercayaan ma-

ping-waping eerta kegiatan peningkat

an kerukunan hidup beragama,

meal 39 (3) 5 - Cukup jelas.

meal 40 sampai dengan 57 ¢ Cukup jelas,
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Pasal 68 (a) : meuberikan pelayanan ketatausahaan ter

hadap Pimpinan dan pinas/Instansi, Da

gian di lingkungan pewerinteh Laerah

Tingkat II.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 (1) : kelompok jabatan fungsional terdiri Ge

ri sejuulah tenaga ahli yang secara

operasional bertugas menangani kegiat

an-kegiatan tertentu sesuai denjan bi
dang keghliannya pada Unit-unit Kerja

tertentu yang dalam pelaksanaannya ti

dak bertanggung jawab pada Pimpinan

Unit Kerja yang bersangkutan tetapi

Lertenggung jawab kepada Sekwilda .

Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk

oleh pupati Kepala Daerah dalam arti

usulan berasal dari Dupati gKepala iee

rah yeng disampaikan kepada Guuernur

Kepala Daerch.

Pasal 73 sanpai dengan 77 : Cukup jelas.

Pascl 78 s tugas Sub Dagilan ini perlu wengacankan
juga hal-hal yang bersifat teknis kouu

nikasi yang kebijokan langsungnya dari

Sekwilda.

pasal 79 saupai dengan 85 : Cukup jelas.

pasal 86 : Set DPRD adalah Lenbaga Aduinistrasi

yang diperbantukan kepada DPRD, sehing

ga teknis aduinistratif nenyesuaiken
dengan petunjuk-petunjuk dan penbinaen

dari gekwilda,

Pasal 87 sampal dengan 92 : Cukup jelas.

Pasal T2 (2)
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